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BAB IVBAB IVBAB IVBAB IV    

KOMPARASI ANTARA  MAZHAB KOMPARASI ANTARA  MAZHAB KOMPARASI ANTARA  MAZHAB KOMPARASI ANTARA  MAZHAB SYSYSYSYĀFIFIFIFI’’’’IIII    DAN MAZHAB DAN MAZHAB DAN MAZHAB DAN MAZHAB 

HANAFI DALAM PENETAPAN PERKAWINAN JANDA YANG HANAFI DALAM PENETAPAN PERKAWINAN JANDA YANG HANAFI DALAM PENETAPAN PERKAWINAN JANDA YANG HANAFI DALAM PENETAPAN PERKAWINAN JANDA YANG 

WALINYA ‘WALINYA ‘WALINYA ‘WALINYA ‘AD{ALAD{ALAD{ALAD{AL    NO:126/Pdt.P/2015/PA.Sda NO:126/Pdt.P/2015/PA.Sda NO:126/Pdt.P/2015/PA.Sda NO:126/Pdt.P/2015/PA.Sda     

    

    

A.A.A.A. Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Wali ‘Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Wali ‘Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Wali ‘Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Wali ‘Ad{alAd{alAd{alAd{al        Dalam Perkawinan Dalam Perkawinan Dalam Perkawinan Dalam Perkawinan 

Janda No:126/Pdt.P/2015/PA.SdaJanda No:126/Pdt.P/2015/PA.SdaJanda No:126/Pdt.P/2015/PA.SdaJanda No:126/Pdt.P/2015/PA.Sda    

Berdasarkan atas pertimbangan hakim dalam permohonan pengajuan 

perkara wali ‘ad{al pada Penetapan Nomor: 126/Pdt.P/2015/PA.Sda dengan 

mempertimbangkan maksud dan tujuan dari Pemohon serta bukti-bukti yang 

diberikan oleh Pemohon dalam persidangan baik berupa bukti tertulis maupun 

saksi pada bab III, maka Majelis hakim yang telah bermusyawarah memutuskan 

untuk mengabulkan permohonan tersebut.  

Ada beberapa alasan dalam pertimbangan hakim mengabulkan 

permohonan perkara wali ‘ad{al janda tersebut, berikut pemaparannya: 

1. Pernikahan Pemohon (janda) dengan calon suaminya tidak terlarang 

Bahwasannya yang dimaksud tidak ada larangan di sini adalah tidak 

ada hubungan mahram, musa>{harah maupun sesusuan serta sama-sama 

beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain antara keduanya untuk 
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melangsungkan pernikahan. Hal ini berdasarkan keterangan dari Pemohon 

dan keterangan para saksi, maka Majelis hakim mengabulkan permohonan 

pemohon dengan menetapkan bahwa wali pemohon adalah ‘aḍ{al. 

2. Antara pemohon dan calon suaminya telah sekufu’  

 Bahwasannya yang dimaksud sekufu’ disini adalah setara, seimbang, 

sepadan, atau maksud lain dari sekufu’ adalah sama-sama beragama Islam. 

Maka berdasarkan atas keterangan pemohon dan para saksi bahwa antara 

pemohon dan calon suaminya telah sekufu dan telah memenuhi syarat untuk 

melangsungkan pernikahan maka pernikahan mereka tidak boleh ditunda-

tunda selagi mereka telah rela dan sekufu. Sebab ada hadis yang isinya tidak 

boleh menunda nikah manakala sudah wajar.  

Oleh karena itu, Majelis hakim telah melakukan tindakan tepat 

dengan mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan izin untuk tetap 

melangsungkan pernikahan. 

3. Wali Pemohon keberatan untuk menikahkan dan alasannya tidak dan tidak 

relefan 

Dalam kasus wali ‘ad ̣al ini, wali/kakak kandung Pemohon menolak 

menikahkan adik kandungnya sendiri dengan tanpa alasan yang tidak jelas 

atau tidak relefan dan tidak sesuai dengan hukum Islam dan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan alasan tersebut maka hakim 

menganggap bahwa kakak kandung Pemohon telah bersikap apriori 
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(mengabaikan) kewajibannya sebagai kakak tertua untuk menikahkan adik 

kandungnya. sehingga bisa menjadi alasan kuat bagi Majelis hakim untuk 

mengabulkan permohonan pemohon. 

4. Wali Pemohon tidak pernah hadir dalam persidangan 

Bahwasannya alasan ketidak hadiran  wali nikah Pemohon dalam 

persidangan adalah karena wali nikah (kakak kandung) Pemohon menolak 

menjadi wali nikah Pemohon. Kakak kandung Pemohon selaku wali nikah 

Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di 

persidangan dan tidak pula meyuruh orang lain untuk menghadap di 

persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim tidak bisa 

mendengar keterangannya, maka Majelis hakim mengabulkan permohonan 

penetapan wali ‘ad{al. 

5. Antara pemohon dan calon suaminya telah sama-sama dewasa.  

Majelis Hakim berdasarkan pada pertimbangannya bahwa  antara 

pemohon dan calon suaminya telah sama-sama dewasa. Dan ditakutkan akan 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak sesuai dengan syariat Islam 

apabila pernikahan mereka dipersulit atau ditunda. Pertimbangan hakim 

tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam 

mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan wali 

‘aḍal dan ijin melangsungkan pernikahan dengan menunjuk wali hakim 

sebagai pengganti wali nasab dikarenakan antara Pemohon dan calon 
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suaminya telah sama-sama dewasa dan telah melampaui batas 

diperbolehkannya perkawinan. 

Selain itu dengan adanya kedewasaan diantara pemohon dan calon 

suaminya ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apabila 

pernikahan mereka ditunda dan dipersulit maka dikhawatirkan akan terjadi 

hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, misalnya mereka melakukan 

perzinaan dan hamil di luar nikah, kawin lari karena merasa haknya 

diabaikan. 

 

B.B.B.B. Persamaan dan Perbedaan Antara MazhabPersamaan dan Perbedaan Antara MazhabPersamaan dan Perbedaan Antara MazhabPersamaan dan Perbedaan Antara Mazhab SySySySya>a>a>a>fi’ifi’ifi’ifi’i        dan Mazhab Hanafi Dalam dan Mazhab Hanafi Dalam dan Mazhab Hanafi Dalam dan Mazhab Hanafi Dalam 

Penentapan No:126/Pdt.P/2015/PA.Sda.Penentapan No:126/Pdt.P/2015/PA.Sda.Penentapan No:126/Pdt.P/2015/PA.Sda.Penentapan No:126/Pdt.P/2015/PA.Sda.    

1.1.1.1. Persamaan Antara Mazhab Persamaan Antara Mazhab Persamaan Antara Mazhab Persamaan Antara Mazhab SySySySya>a>a>a>fi’ifi’ifi’ifi’i    dan Mazhab Hanafidan Mazhab Hanafidan Mazhab Hanafidan Mazhab Hanafi    

Melihat dari beberapa pertimbangan hakim mengabulkan permohonan 

wali ‘ad{al janda dalam perkara No:126/Pdt.P/2015/PA.Sda terdapat 

persamaaan pendapat antara mazhab Sya>fi’i dan mazhab Hanaf, berikut 

pemaparannya: 

a.  Wali ‘ad{al 

Pada intinya antara mazhab Sya>fi’i dan mazhab Hanafi memberi 

definisi yang sama mengenai wali ad{al  “Penolakan wali untuk 

menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan 

laki-laki yang sepadan (sekufu’) atau setara dengan perempuan itu. 
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Adapun mengenai problema wali ‘ad ̣al berikut penyelesaiannya 

antara mazhab Sya>fi’i dan mazhab Hanafi memiliki persamaan yaitu 

melibatkan seorang penguasa (hakim) sebagai pengendalinya. 

Maksudnya adalah dialah (hakim)  yang berwenang untuk memproses 

dan mengusut permasalahan wali yang berkondisi ‘ad ̣al tersebut, berikut 

mengusahakan dengan upaya apa yang mengantintisipasi dan 

penyelesaian munculnya permasalahan tersebut, hal ini di lakukan 

penguasa atau hakim tentunya setelah ada laporan pengajuan dari maula 

wali ‘aḍal tersebut sebagai pihak yang di perlukan tidak adil atau 

rugikan. 

 Bahwa apabila seorang wali melakukan pencegahan terhadap 

perempuan di walinya dari perkawinan, sedangkan dia menghendaki 

untuk dilangsungkan perkawinan tersebut, mengingat pasangannya yang 

telah sekufunya dan walaupun dengan mahar kurang dari mahar mithil, 

dari itu ia berhak untuk melaporkan perkaranya kepada hakim. 

Kemudian hakim mengawinkannya sebagai penggantinya dari 

wali yang bersangkutan karena hak bagi si wali tersebut belum gugur 

lantaran pencegahannya yang di lakukan baru sekali atau dua kali saja, 

maka hakim lah yang menggantikannya.  
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Dari penjelasan di atas, dapat diperoleh kesimpulan menjadi satu 

garis besar, yaitu “ketika walinya ‘ad{al  maka wali hakim yang menjadi 

penggantinya”. Maka tindakan Pemohon (janda) memakai wali hakim 

adalah sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan 

perundang-undangan yang berlaku.  

2.2.2.2. Perbedaan Antara Mazhab Perbedaan Antara Mazhab Perbedaan Antara Mazhab Perbedaan Antara Mazhab SySySySya>a>a>a>fi’ifi’ifi’ifi’i    dan Mazhab Hanafidan Mazhab Hanafidan Mazhab Hanafidan Mazhab Hanafi    

Dari beberapa pemaparan tersebut terkait dengan penetapan perkara 

wali ‘ad{al janda No:126/Pdt.P/2015/PA.Sda, pasti terjadi beberapa 

perbedaan. Diantara perbedaan pendapat antara mazhab    Sya>fi’I dan mazhab 

Hanafi terkait dengan wali nikah janda adalah sebagai berikut: 

a. Wali Nikah  

Menurut mazhab Sya>fi’i wali nikah adalah rukun dalam suatu 

pernikahan. Tanpa adanya wali maka pernikahan yang dilaksanakan tidak 

sah. jika ia janda maka hak itu pada keduanya, wali tidak boleh 

mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita 

itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri tanpa restu sang wali. 

Namun, pengucapan akad adalah hak wali. Akad yang diucapkan oleh 

wanita sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuanya 

Adapun menurut mazhab Hanafi, nikah tidak merupakan syarat 

sah harus pakai wali. Mereka berargumen bahwa akad nikah yang 

diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal (akil baligh) adalah sah 
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secara mutlak. Berdasarkan analisis dari Alquran surat al Baqarah ayat 

230 dan 232 sebagai berikut dibawah ini: 

βÎ*sù $yγs) ¯=sÛ Ÿξsù ‘≅Ït rB …ã& s! . ÏΒ ß‰÷èt/ 4 ®L ym yxÅ3Ψs? %¹` ÷ρy— …çνu� ö�xî 3 

 
Artinya : “Apabila suami mentalaq isterinya (isteri-isteri) sesudah talaq 
yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya seningga dia 
(perempuan ) itu menikahi calon suami mereka yang baru”.1 
        

#sŒÎ) uρ ãΛäø) ¯=sÛ u !$ |¡ ÏiΨ9$# zøó n=t6 sù £ ßγn=y_ r& Ÿξsù £ èδθè=àÒ÷è s? βr& zós Å3Ζtƒ £ßγy_≡uρø—r&  #sŒ Î) 

 (#öθ|Ê≡t� s? Ν æηuΖ÷�t/ Å∃ρã� ÷è pRùQ$$ Î/ 3 y7 Ï9≡sŒ àátãθ ãƒ ÏµÎ/ tΒ tβ%x. öΝä3ΖÏΒ ßÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $#uρ 

Ì� ÅzFψ$# 3 ö/ä3Ï9≡sŒ 4’s1 ø—r& ö/ä3s9 ã� yγôÛr& uρ 3 ª! $#uρ ãΝn=÷è tƒ ÷Λ äΡr& uρ Ÿω tβθ ßϑn=÷è s?    

 

Artinya : “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddah 
nya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi 
dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka 
dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang 
yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih 
baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak 
mengetahui”.2 
 
  

b. Wali Mujbir 

Menurut mazhab Sya>fi’i izin gadis bukan lagi suatu keharusan 

(fard{) tetapi hanya sekedar pilihan (ikhtiya>r). adapun mengenai gadis 

dewasa pun hak wali (bapak) melebihi hak gadis. Sebagaimana 

dibolehkan penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh bapak atas 

                                                           
1
 Kementrian Agama RI, Al-QuranTerjemahan dan Tajwidnya..,28. 

2
 Ibid.29, 
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nama wanita bikr  (perawan/gadis) dengan tidak mendatangkan mad{arát 

atasnya pada penjualan dan pembelian tersebut. Dasar penetapan hak 

ijba>r menurut Mazhab Sya>fi’i adalah tindakan Nabi yang menikahi 

‘Aisyah ketika masih berusia enam atau tujuh tahun dan mengadakan 

hubungan setelah berumur sembilan tahun.  

Adapun menurut Mazhab  Hanafi bahwa diperbolehkannya ijba>r 

karena adanya ‘illat (alasan atau dasar) tidak adanya keahlian bagi anak 

yang masih kecil, orang gila, kurang akal, tidak mumayyiz. Lebih lanjut 

Imam Hanafi memaparkan bahwa wali nikah tidak berhak menikahkan 

anak perempuannya baik janda maupun gadis dewasa. Menurut beliau 

adalah mereka yang sudah baligh dan berakal sehat.  

Landasan analogi (qiyas) gadis dewasa yang disamakan dengan 

janda, kesamaannya terletak pada sisi kedewasaan, bukan pada status 

gadis tersebut. Kedewasaan seseorang memungkinkan dirinya untuk 

menyampaikan secara eksplisit tentang sesuatu yang ada di dalam hati 

atau pikirannya. Ia juga dapat mengerjakan sesuatu secara terbuka dan 

tidak malu-malu. Oleh karena hal ini, maka gadis dewasa dapat 

disamakan dengan perempuan janda.  

Menurut mazhab Hanafi orang yang berkedudukan/berhak 

menjadi wali mujbir adalah hanyalah terbatas pada perwalian dari jalur 

as{abah, pengertian as{abah disini adalah sama dengan konteks as{abah pada 
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pembagian waris, tentunya masih memperhitungkan mah{jub dan 

mendahulukan ‘as{abah yang paling dekat.  

    


